
 
 
 

 
 

WALIKOTA SURABAYA  
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71  
TAHUN 2009 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA,  
 
 
Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka pembukaan dan penutupan rekening 

penerimaan dan rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pada Bank Umum, telah ditetapkan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pembukaan dan 
Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank 
Umum; 

 
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional 

penerimaan daerah, perlu diatur kembali ketentuan mengenai 
pembukaan dan penutupan rekening penerimaan dan rekening 
pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum 
dalam Peraturan Walikota; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 
2009 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja 
Perangkat Daerah pada Bank Umum. 

  
 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor  53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
 

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12); 
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15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 

 
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77); 

 
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2009 tentang 

Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2009 Nomor 101). 

 
 

MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 71 TAHUN 2009 
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 
2009 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja 
Perangkat Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2009 Nomor 101) diubah sehingga berbunyi  sebagai berikut : 

 
Pasal 4 

 
Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 adalah sebagai berikut : 

 
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan 

usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD; 
 
b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD  

meneliti usulan permohonan pembukaan rekening penerimaan 
yang diajukan oleh SKPD; 

 
c. apabila usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD ditolak, 

maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan 
rekening penerimaan SKPD; 

 
d. apabila usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD dapat 

disetujui, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan 
rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening 
penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh 
Walikota; 

 
e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf 

d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah 
ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan yang berlaku; 
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f. setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah 
ditetapkan oleh Walikota, rekening dimaksud dilaporkan kepada 
BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota; 

 
g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Walikota tentang 

Penetapan Rekening Penerimaan SKPD kepada Walikota melalui 
Kepala Bagian Hukum; 

 
h. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep 

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya.  

 
 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Februari 2011 
 

WALIKOTA SURABAYA 
 

ttd 
 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Februari 2011 
 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 
ASISTEN PEMERINTAHAN, 

 
ttd 

 
HADISISWANTO ANWAR, SH, M. Si. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19600824 198603 1 017 

 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 23 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
 

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum. 
Pembina 

NIP. 19720831 199703 1 004 
 


